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Abstract

The amendment process of Article 33 Consfrtution 1945 caused push and pull
of thinking, necessary or not to be amended, so there are two groups which

I are pro's and con's diametrically. This amendment produced two additional
1 paragraph in Article 33, which is formely two paragraph became five

"paragraphs, fhose are pragraph (4) and paragraph (5), are the system of
: welfare, especialty in the economic sector, accepted the positive side from
liberalism and socialism sysfem, but rejected market fundamentalism.
Apparently the concept of Welfare Sfafe is confirmed in the additional of
sacial-economic afticles, namely in Article 34 paragraph (2) and paragraph (3).
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I. PENDAHULUAN

Dalam proses amandemen yang dilakukan Tim Ekonomi terkait
dengan Pasal 33 UUD 1945 ternyata terjadi tolak tarik antara yang yang
berkeinginan merubah dan yang ingin berketatapan untuk mempertahankan.
Bagi kelompok yang menginginkan adanya perubahan Pasal 33 didasarkan
oada asumsi bahwa sistem ekonomi yang dimuat dalarn Pasal 33
rnengamanatkan sistem kekeluargaan, tetapi dalam praktiknya arahnya
berbelok pada sistem ekonomi keluarga. Sementara itu, bagi yang
oerkeinginan mempertahankan Pasal 33 berpendapat bahwa Pasal 33 dapat
Cilakukan perubahan, sepanjang dalam penjelasannya tetap ditegaskan
oahwa dalam Pasal 33 itu merupakan landasan demokrasi ekonomi, dan asas
kekeluargaan itu merupakan penruujudan demokrasi ekonomi. Dari perdebatan
yang terjadi tersebut hingga akhirnya Mubyarto keluar dari Tim Ekonomi BP
MPR. Dalam persidangan
selanjutnya terjadilah kompromi terhadap amandemen Pasal 33 hanya
rnenambah 2 ayat yang semula terdiri 3 ayat menjadi 5 ayat. Selain itu Bab
XIV yang semula berjudul Kesejahteraan Sosial, setelah diamndemen menjadi
3ab XIV yang berjudul Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.
-ierkait dengan hal tersebut, penulis memunculkan permasalahan: Bagaimana
cemikiran yang dimuat dalam amandemen Pasal 33 itu dan bagaimana
relevansinya dengan konsep Negara Kesejahteraan.
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II. PEMBAHASAN

1. Demokrasi Politik Dan Ekonorni.

Dalam memasuki Era Reformasi telah terjadi upaya-upaya ke arah
,deregulasi' dan 'debirokratisasi' dengan kebijakan menswastanisasikan

UeOeiapa BUMN. Hal yang demikian menjadikan pemikiran kita para ahli

hukum, khususnya ahti nut<urn tata negara akan perlunya mendefinisikan

kembali peran negara dalam Welfare Sfafe terkait dengan pembangunan

ekonomi maupun 
-uioang 

lainnya yang berorientasi terhadap kesejahteraan

rakyat, lebih khusus lagl meniiik beratkan terhadap pemenuhan kebutuhan

dasar hiduo manusia vanq mewuiud dalam kemiskinan absolut'
-eE 

rXaita n d eh g an d em oX1 aSr exon on\\ ) ang \elrNa\ Ua\am t' asa\ -sb

UUD 1945 yang dilakukan amandemen di Era Reformasi ini, ternyaia dalam

erosesnva t"eriaOi tolak tarik pemikiran perlu dan tidaknya Pasal 33 UUD 1945
-dtamandemen. 

bak di dalam meupun di \uar \.rtPR. Ada bebetapa gagasan

\;Sa; )a;E)r,g.trrL*==-a:S*aos.-*-=,.tsa>sds.\\\-s\\<=d\\:\-ts\s<\\--+s<-s<\<:S
pandangan yaig bertentangan secara diamelral'1 r,^h^ mannha.Dua pandan'an terse.b't ada)ab-'2 Petlama. yeng menghendaki

?e-ub-a2a- .z>.a/pad= aeb Keset?2ae-eaD .geeb/ t?,azszs2,/A,Pe9Z/€e <ft<<K q'(g'an(. €€(,gafl fqffrqsan oaru. Kumusan baru ltu mgngarah kepadaliberalisasi sistem ekonomi khususnya r;i;ir;rkJn oan memarjinarkanperanan negara di. satu pihak dan 
, 
diadopsinya sistem p.rrf y.ngkomprehensif dan globalisasi. Sejumlah ekonom'meior"r, ,"r", t"f*tu"rg;n,yang dianggap sudah tidak relevan, 

"untuk 
diganti J"ngrn asas lain misalnya'pasar berkeadilan' atau setidak{idaknya sist"em-;p6"i ro"- 

"r-fif,#i'#r*eteconomy)' Salah satu.alasannya adalah bahwa 
"."r r"1"tuai-gaan ."t"r"orde Baru terah m_erahi,t.?l KkN lrorupsi, kotus-oan ttepotisme), karenake ke tua rg a an (e t a h d i p raKKKan se od g a i'e ro n om i ]ii t Ja ig a'.

Kelompok. pertam.a, daram plndangan - enginginkan perubahanPasal 33 yang disampaikan cteh Syahril_S1i nJiningsi'h, Bambang Sudibyo,dan sri Muryani, daram Rapat preno ke-1'6 paniiia ni-Hoc l Bp MpR dalamPembahasan perubahan IJTJD 1945 Bidang Ek;;;;;.-Daram rapat. itu _syahrir menyatakan, fasal-pasar yang begitukerarnat itu tidak merubah rama setama 32 tahun pak Harto dengan tenang_tenang mengembangkan ekonomi d klil;il."'rt"*,ni keruarEa KKN din

I 
Dawam Rahardjo, Evatua.si dan Dampak Amandemen IJLJD 1945 Terhadap perekonamian di tndonesia.datam Evaruasi Kitis Atas Amande*riiuo iili-r*'a,'o, yogyakarta, zooi,na. uo,Lebih lanjut dikatakan: 

"."-1.1"", 
meng.enai grg;.in rio"i.li.Zii'01,',n'#."",L.r, sistem perekonomian.Kedua, memasukkan konsep-konrp 

"ti[" 
p"i.l".isrn.n^lllr,rtik. groba.r, seperti kebersamaan, keadirandan pembangunan berkelanjutan (sursfarnab rc aeiiupmenf). Ketiga, aspirasi nasionalisme ekonomi vano

fln$fi,?.H:H,irj.,'l',;n' t 
"'i.oiiiJii'?i"",["'i'o"n xesatuai-e[oi'oii' nasionar. Keempat, id6_ioj

I:gi'" i"r;jffi;"-ii-J17"il?"[S;fii tansguns jawab nesara ,tttr, 
'i'-"'iririkan sejatan densan konsep

' lbid., hat.240-241.
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pasal-pasal itu ada terus selama Pak Harto menjadi Presiden, sehingga saya
skeptisme bahwa suatu konstitusi bisa mencegah keserakahan kekuasaan.3

Oleh Sri Adiningsih dikatakan, kita dari Tim Ekonomi, adalah
kelompok yang tidak mensakralkan pasal-pasal ekonomi di dalam UUD 1945.
Kalau kita perhatikan pasal ekonomi yang ada di dalam UUD 1945 itu hanya
ada 4, yaitu Pasal 23 mengenai hal keuangan, Pasal 27 mengenai pekerjaan,
Pasal 33 dan Pasal 34 itu mengenai kesejahteraan sosial. Kita melihat tidak
cukup jelas dan tidak dapat menterjemahkan pokok-pokok pikiran yang ada di
dalam Pembukaan UUD 1945 dan dapat menjadi panduan bagi lndonesia
untuk mencapai cita-cita kemerdekaannya. Karena itu perlu adanya
perubahan, dan pokok-pokok perubahan yang kita ajukan itu ada 6.4

Sedangkan Sri Mulyani menyatakan, terutama saya bicara tentang
Pasal 33, karena Pasal 33 dianggap oleh Pak Mubyarto dan Pak Dawam
Rahardjo memiliki suasana kebatinan yang luar biasa dalam yang tidak bisa
begitu saja mudah diubah. Sedangkan buat teman-teman melihatnya secara
lebih pragmatis, bahwa pasal-pasal itu memberikan direction atau preskripsi
yang sangat jelas sehingga dia tidak membingungkan atau bahkan
menyesatkan bagi siapa saja penyelenggara negara di dalam
menginterpretasikan pasal-pasal itu.5

Melengkapi tiga pendapat sebelumnya, Bambang Sudibyo
menyatakan, bahwa ekonomi londonesia itu menganut faham sosialisme,
tidak ada dispute. Dispute terjadi adalah Pak Mubyarto dan Pak Dawam
mengatakan, bahwa Pasal 33 itu cukup, tidak perlu diubah, sementara kami
berpendapat oke, kami setuju dengan semangatnya, kami setuju dengan cita-
citanya, tetapi kami tidak setuju dengan formulasinya, hanya itu saja.6

Kelompok kedua, yang menghendaki pelestarian rumusan Pasal 33
walaupun menyetujui tambahan ayat-ayat yang merupakan perkembangan

' Buku Kedua Jilid 4A, Risalah Rapat Panitia Ad Hoc t Badan Pekerja MPR Rl ke-16 s/d ke-20 Tanggat 16
Mei d/d 5 Juil 2AA1 , Masa Sidang Tahunan MPR Rl Tahun 2001, Sekretariat Jenderal MPR Rl, 2001 , hal.
10.
' Keenam hal tersebut adalah: Pertama, melindungi kepentingan ekonomi lndonesia dalam kerangka
Iiberalisasi pasar global; Kedua, agen ekonomi yang ada di lndonesia ialah untuk melindungi kepentingan
ekonomi lndonesia dalam kerangka liberalisasi pasar global dan selain itu melindungi hak-hak ekonomi
warga negara; Ketiga, menjaga kesatuan ekonomi lndonesia dalam kerangka Otonomi Daerah; Keempat,
mendesain sistem ekonomi sehingga peranan negara dapat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan bagi
seluruh bangsa lndonesia secara berkelanjutan; Kelima, mendesain perlindungan pada masyarakat yang
tersisihkan, ini dalam pasal yang lama sudah ada Pasai 34 tetapi meskipun demikian nampaknya dari pasal
tersebut kurang jelas, kurang gamblang, bentuknya seperti apa; Keenam, meletakkan format kontrol yang
efektif bagi DPR terhadap kebijakan ekonomi yang diambil oleh otoritas ekonomi maupun terhadap
bnbagalembaga yang terkait dengan bidang ekonomi. lbid", hal" 4 *7.
' Selanjutnya dikatakan, Masalah Pasal 33 ini, Pak Mubyario dan Pak Dawam Rahardjo mengharapkan
bahwa ayat (1), (2), dan (3) tetap kalaupun ada perubahan tambahan saja ayat itu. Saya rasa, masalah
Jkuasai negara juga banyak kita bahas. Apakah dikuasai, artinya Pemerintah on behave negara itu
menguasai, menguasai untuk apa. Kalau kita lihat BUMN banyak juga yang rnengalami kesulitan atau
nixnanagemenf itu bagaimana responnya. Apakah secara apriori bahwa Pemerintah itu selalu lebih baik
iari swasta, koperasi atau yang lain itu juga harus kita perhitungkan secara lebih jauh. lbid., hal. 12 - 16.
' Lebih lanjut dikatakan, kemudian atas dasar itu maka kami mengusulkan bahwa Pasal 33 dan Pasal 34
lireformulasikan tanpa meninggalkan semangatnya. Jadi, direformulasi dengan bahasa yang lebih down to
earth, yang tidak multiinterpretable, yang perskriptif bagi Pemerintah, sehingga Pemerintah bisa ditagih,
Sengan yang sekarang itu Pemerintah itu tidak bisa ditagih, karena di dalam Pasal 33 itu memang tidak ada
cerskripsi apa-apa bagi Pennerintah itu, tidak primitatif. /brd, hal. 10.
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pemikiran baru, karena daram kenyataannya pasar tersebut berum mencakupumpamanya gagasan mengenai ringkungan hidup, pembangun"n 
-v"ng

berkelanjutan atau hak-hak din perrindungai konsr*ln dan grobarisasi.
Dalam kerompok ini terdiri dari Muby"rto J"n niwam 

-nanarojo.
Perbedaan pandangan daram amandemen pasar 33-;i sebagaimana yangdinyatakan oreh Mubyarto, saya sebeturnya tidak keberatan menggunakankata 'sistem ekonomi pasar', asar itu merupakan hasir dari penjerasan yangingin dihilangkan. Di daram rampiran. 

. o"ln -";; sampaikan, sayamengusulkan tiga ayat baru kalau betut-oetut'penjZrrr"n pasal 33 ingindihilangkan, itu harus masuk di daram batang tror.ri-plr"i itu, yaitu demokrasiekonomi. Demokrasi ekonomi bahkan dijabJrkan: oilioJur<si, dikerjakan orehsemua, untuk semua di bawah pimpinin oan pemirit"n 
"nggota 

daripadamasyarakat' ltu harus masuk, karena'kata 'dikuasai' iiu r,arus ditafsirkan lain,bukan dikuasai oreh negara begitu saja, tetapi dikuasai daram bentukdemokrasi ekonomi. Dan Lsas ke[eruargaan itu adarah menurut penjerasanPasar 33 menunjukkan demokrasi eloriomi.i iil"iii i,"rbedaan pandangandua kelompok inilah. yang akhirnya Mubyarto dan o"r"il n"hardjo keluar dariTim Ahli Panitia Ad Hoc f Badan eekerja MpR.
Antara pihak yang. menyetujui dan menorak amandemen terjadirahkompromi' dan kemudlan dari 

"rrni"r"n tersebut menghasirkan rumusan,judul Bab Xlv menjadi perekonomian Nasionar oan xeselahteraan sosiar,yang sebelum diamandemen. berjudur xere;ant"raa-n 'sosiar, d;;;;;rnenambah Pasal 33 yang semuta 3 ayat,"nirJiiiryat
Pada pokoknya bab ini menggambarkan diterimanya pahamsosialisme dalam perumusan cita kenegaraan dalam konstitusi kita, disamping prinsip-prinsip demokrasi yang popurer di ringkungan negara_negara

t lbid'' hal' 22 - 23' Dalam Rapat Pleno ke-18 Panitia Ad Hoc I Bp MpR, dikatakan lebib lanjut Adaperasaan bahwa Pasal 33 sebagaimana bunvinva sekarang iio"r, ,.n.rpr' merindungi kekayaan aramlndonesia' Pada tahun 1966 pada-saat i"t.v.i.''"rrm lndonisia *".in .,l.t.o"sar, pasal 33 khususnyaayat (3) ternyata tidak mampu, meiindunginyisampai r<ini rr"uir i"*rrr.'i"nl,p"rgun"kan oleh dan untuksegelintir konglomerat vang tidak untur sleo6sai-o'ellr r,.m.r,rurJ.'iitv.iip.r,.h ini berarti pasat 33 avat(3) harus dirombak totil. ii-xa_y-a jaFbg;,;r;;-o'"-g.,r"n. rurombaknya. Kesimpulan kita adatah bahwaterjadinya pengurasan kekaya-an-alam our<inlin t 
"t""ntr"n 

pasal 33 tioal memaoal atau karena kesalahanPasal 33 tetapi karena daiar demskr;;i ;k;ili;enar-ben.ar tetah ditanggar atau tidak ditaksanakan.Perubahan dan tertib oembahasan.ott p"ro"u.i"n, sengit.di 
"ntrr" 

nnggii; Tim Ahli Bidang Ekonomikhususnya perlu tidaknva Pasal 33 aitrJra'"r".;eakan-akan mengisyaiitkan bahwa jika pasal 33 tidakdiamandemen maka krisis ekonoti tioar, pei;;;;& teratasi, rxru JL"ill"r* merajatela. Tim Ahli BidangEkonomi sejak rapat pertama tanggal is M;i"t''ioor,.r"-"o..rnl-,o"i.eplilt ,ntrr, berbeda pendapat;.Karena sebagian anggota sudah irirasa ;Ji .ir; 
,angin,. 

benjen ,"ri'v"t tr.n kerompok yang inginmempertahankan pasar 33 sebagai kerompok iLtr.-qro, ,'nJu x"r"rip.[ status quo daram rogikareformasi' harus menoalah dan.tidik qibh';".g#ngi proses r"to*.ii. krrlna kami, bersama denganPror' Dawam Rahardio, benar-,benar iid;k ;ili,;;;dd;fit; ffi 3;: iJ.ri"ns Kesejahteraan sosiar,padahal rim Ahli dibentuk untuk mengadrr,* Jln iiengesahkan perubahan, termasuk pasal 33 tersebut.Kami menvadari kedudukan kami di oii* iir enri t1111gg",1l"si;;[y{;ri'gensan itu, dengan segarahormat kepada pimpinan, kami harus i;;."k;;; i"ngrn oendiriai t<ami. yaiiu'oengan segara senang hati,mulai hari ini kami menvatakan mengrnorrkan oiri oari'.t<eanggotr;n r;'Anti prniti" Ad Hoc rBadanPekerja' agar tidak meniadi p"ngntt;.i pr..".-pr*". oiskusi selanjutnya baik dalam kelompok rim Ahlimaupun dalam Panitia Ao Ho" iE.rJr; PJk,;i;-ilH. /brd., Risatah Rapat pteno ke-18 panitia Ad Hoc I BpMPR, 23 Mei 2001 , hat. 136 - 139.
" Mubyarto' Amandemen 

laslt s!^!l-up 1945 Yang Dipaksakan, datam Eyaluas i Kitis Atas AmandemenUUD 1945, UNlStA, yogyakarta, 2003, hal. ZS-8. 
- "
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liberal. Hal ini berkaitan dengan diadopsikannya konsep'welfare sfafe,dalam
UUD yang oleh Muhammad Hatta disebut sebagai konsep ,Negara pengurus'.
Jika negara kapitalis menganggap kemiskinan dan perekonomian pada
umumnya merupakan urusan pasar dan karena itu tidak perlu diurus oleh
negara (pemerintah), maka dalam konsep 'Negara pengurus, (welfare Sfafe),
pada intinya negara memang diharapkan turut bertanggung jawab untuk
mengintervensi pasar, mengurus kemiskinan, dan memeiinarj orang miskin.
Itulah sebabnya maka UUD ini dirumuskan satu bab tersendiri tentang
Kesejahteraan sosial yang berisi dua pasal, yaitu pasal 33 dan pasal 34.
Penambahan Pasal 33 ayat (4) yang mencantumkan prinsip-prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, bennrawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan lesaiuan
ekonomi nasional dalam ayat ini merupakan jalan tengah dalam rangka
melengkapi ketentuan ayat (1) yang berisi asas kekeluargaan yang usul
pencoretannya telah menimbulkan kontroversi yang luas dalam masyaiakat.e
sedangkan ayat (5) memuat Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dalam rangka pelaksanaan agenda perubahan uuD, usul pencoretan
perkataan 'asas kekeluargaan'itu karena dianggap telah menjadi salah satu
sebab tumbuh suburnya pnaktik-praktik penyimpangan sejak awal
kemerdekaan dan apalagi di masa Orde Baru.10

oleh Jimly Asshiddiqie,'asas kekeluargaan' terraru abstrak maknanya
sehingga perwujudannya dalam praktik cenderung mengundang penafsirin
yang memberi pembenaran pada praktik korupsi, kolusi dan nepotisrne.
Karena itu, 'asas kekeluargaan' sering diplesetkan dengan 'family sysfem'
atau asas keluarga. Lagi pula, dalarn perekonomian, asas atau priniip itu
sebenarnya dapat lebih tepat dikaitkan dengan prinsip-prinslp seperti
'efisiensi', 'pemerataan', dan sebagainya yang pengertiannya rebih jelas dan
tidak kontroversial. Namun kelompok lain berpendapat, idealitas konsep asas
kekeluargaan jangan dikacaukan dengan realitas penyimpangan dalarn
praktik. Banyak faktor yang menyebabkan tumbuh suburnya praktik kolusi,
korupsi dan nepotisme, sehingga tidaklah 'fair'untuk menjadikan konsep asas
kekeluargaan sebagai kambing hitam. Padahal, dalarn kenyataannya, konsep
asas kekeluargaan itu sendiri selama ini belum cukup didalami maknanya
yang sebenarnya, serta belum pernah mendapat kesempatan yang sungguh-
sungguh untuk diirnplementasikan dalam kenyataan praktik.s2

sJimlyAsshiddiqie,Konsolidasi 
Naskah \JUDlg4sSetelahPerubahanKeempat,PusatStudi HukumTata

Negara FH Ul, Jakarta , 2002, hal. 57 .

!i6ia.,nar.ss. 
- -'--'

" Ibid., hal. 56. Selanjutnya dikatakan: Lagi pula, salah satu nilai yang paling hakiki terkandung di dalam
asas kekeluargaan itu adalah nilai demokrasi ekonomi yang jelas-jelas mencerminkan kreasi lntelektual
gara 'the founding fathers'berkenaan dengan gagasan kedaulatan rakyat lndonesia dalam kehidupan
bemegara. Penghapusan'asas kekeluargaan'akan berimplikasi pada penghapusan gagasan kedaulatan
rakyat itu di bidang ekonomi. Akibatnya perkembangan demokrasi lndonesia hanyJakan terarah pada
pengertian demokrasi politik yang didasarkan atas paham liberalisme dan individualisme dengan segala
kelernahan, kekurangan dan distorsi yang terdapat di dalamnya. Padahal The founding fafhers, Gak
sebelum kemerdekaan sangat mengidealkan upaya kreatif untuk di satu pihak mengadopsikan contoh-
aontoh yang dapat dipetik dari paham demokrasi politik yang liberal dan individualistis, teta'pi di pihak lain
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Berkaitan dengan tambahan ayat (4) dalam Pasal 33 UUD 1945 ini
Mubyarto menyebutkan, merupakan kekeliruan dalam amandemen pasal 33
UUD 1945 adalah penambahan ayat (4) tentang penyelenggaraan
perekonomian nasional yang sudah disebutkan pada ayat (1): Perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Alasan
penambahan ayat (4) ini rupanya sekedar mencari kompromi antara mereka
yang ingin mempertahankan dan yang ingin menggusur asas kekeluargaan
pada ayat (1).11

Asas kekeluargaan sebagai kedaulatan rakyat di bidang ekonomi
merupakan cerminan corak Demokrasi Ekonomi dengan 8 ciri positif maupun
3 ciri negatifnya sebagaimana yang disebutkan dalam GBHN 1983,12 adarah:
a). Demokrasi Ekonomi yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan
memiliki ciri-ciri positif sebagai berikut:

(1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas
kekeluargaan.
(2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. (3). Bumi
air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. (4). Sumber-sumber kekayaan dan keuangan Negara
digunakan dengan permufakatan Lembaga-lembaga penruakilan
Rakyat pula. (5). Warga Negara memiliki kebebasan dalam memilih
pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan
penghidupan yang layak. (6). Hak milik perseorangan diakui dan
pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan
masyarakat. (7). Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap Warga Negara
diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak
merugikan kepentingan umum. (8). Fakir-miskin dan anak-anak yang
terlantar dipeliharan oleh negara.

juga berusaha menutupi kekurangan dan kelemahannya dengan mengadopsikan contoh-contoh yang dapat
dipetik dari paliam sosialisme. Dengan perkataan lain, bangsa lndonesia tidak perlu menblak kapitalisme
secara ekstrim, tetapi juga tidak perlu menolak sosialisme secara ekstrim. Karena dalam kenyataannya
kedua sistem berpikir tersebut terus menerus saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain, dan seljlu
ada upaya umat manusia dalam perkambanagan sejarah untuk memutuskan jalan ketiga (ihe third way)
yang dikembangkan dengan istilah 'socrai demouacy'. Karena itu, muncul pula pandangan ketiga yang
mengusulkan diiakukannya perubahan dan perbaikan seperlunya atas keseluruhan rumusan pasat:S iJUD
ini. Akan tetapi, penyempurnaan atas pengertian asas ini ataupun perubahan rumusan pasal ini secara
keseluruhan, tidak harus dilakukan dengan menghapuskan sama sekali perkataan asas kekeluargaan itu." Mubyarto, Amandemen Pasal 33 IJIJD 1945.....Op.cif., ha|., 238. Lebih lanjut dikatakan: Mereka yang
ingin menggusur asas kekeluargaan memang bersemangat sekali memasukkan kata efisiensi (ekonbmly
karena dianggap asas kekeluargaan menolak sistem ekonomi pasar yang berprinsip efisiensi, padahal yang
benar perekonomian yang berasas kekeluargaan atau berasas Pancasila tidak berarti sistem ekonomi
'bukan pasar'. Masih untung dalam rumusan hasil amandemen ayat (4) kata efisiensi disambung denghn
kata berkeadilan, padahal rumusan aslinya adalah efisiensi berkeadilan,...dst. Tentu dapat dipertanyaian
gpqkah ada pengertian efisiensi berkeadilan atau sebaliknya efisiensi yang tidak berkeadiian.
'' Tap No: l|/MPR/1983 tentang: Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
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b). Sedangkan dalam Demokrasi Ekonomi harus dihindarkan ciri-ciri negatif
sebagai

berikut:

(1). Sistem free fight liberalisml3 yang menumbuhkan eksploitasi
terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di
lndonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan
struktural posisi lndonesia dalam ekonomi dunia. (2). Sistem etatisme
dalam mana Negara beserta aparatur ekonomi Negara bersifat
dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-
unit ekonomi di luar sektor Negara. (3). Pemusatan kekuatan ekonomi
pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan
masyarakat.
Kebijakan pembangunan nasional yang mengarah pada pelaksanaan

Demokrasi Ekonomi ini masih termuat dalam Tap MPR No: XVI/MPR/1998
tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi. Dalam Tap ini
secara tegas dan eksplisit disebutkan alasan diterbitkannya Tap tersebut
sebagai berikut:14
a). Bahwa pelaksanaan amanat Demokrasi Ekonomi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 33 UUD 1945 belum terwujud;
b). Bahwa sejalan dengan perkembangan, kebutuhan, dan tantangan

Pembangunan Nasional, diperlukan keberpihakan politlk ekonomi yang
lebih memberikan kesempatan, dukungan dan pengembangan ekonomi
rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil dan menengah, sebagai
pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Berkaitan dengan Demokrasi Ekonomi ini, Kwik Kian Gie lebih
condong ke arah pemikiran liberalisme ekonomi sementara demokrasi
selayaknya ada pada tataran politik. Sedangkan persoalan ekonomi selalu
dikaitkan dengan perilaku makhluk ekonomi atau 'homo ecanomicus'yang
dengan sendirinya membentuk kekuatan-kekuatan di pasar sebagai tempat
pertemuan dari permintaan dan penawaran. Dikatakannya, bahwa istilah
Demokrasi Ekonomi tidak terlampau lazim kita baca. Yang banyak kita baca

't Dalam pemahaman free fight tiberalism ini Kwik Kian Gie menyatakan: Saya tidak menemukan satu pun
Ketentuan yang anti kapitalisme, anti liberalisme, dan anti bekerjanya kekuatan pasardi UUD 1945, GBHN
rnaupun di Pelita V. Yang tidak punya tempat adalah liberalisme dengan persaingan gontokan bebas atau
fte fight liberalism. Untuk menghindarkan ciri dari free fight libenlsm dan kapitalisme yang tidak beruvatak
scsial, jelas kita perlu peraturan dan pengaturan yang cukup banyak. Jadi pengakuan dan pembenaran

=rhadap 
kapitalisme, liberalisme, dan bekerjanya kekuatan-kekuatan pasar tidak berarti bahwa pemerintah

atu sebaiknya jangan terlampau campur tangan. Sebaliknya, tanpa campur tangan pemerintah, ekonomi
ai:an dirusak oleh mereka yang sedang dalam posisi untuk mau menangnya sendiri, dan tidak mempunyai
'!iai{ilai etika.
(rr* Kian Gie, AnaLsr.s Ekonomi Politik ln donesia, PT Gramedia Pustaka Utama & Sekolah Tinggi llmu
3morni lBIl, Jakarta, 1994, hal.303-304.

'' lfi.rbyarto, Prospek Otonomi Daerah Dan Perekonomian lndonesia, Pasca Krisis Ekonomr, BPFE,
vcgya*arta, 2001 , hal. 1 52-1 53.
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adalah isitilah keadilan ekonomi (economic justice atau ecanomic equity),yang langsung dikaitkan dengan kesejahtera-an sosiar. Maka ,"ng"t-."ii'n'gkita baca istilah 'kehidup-an sosiai ekonomi, atau ,pengrrri"n 
sosialekonomi suatu bangsa'. Kata 'demokrasi' lebih berkonotasi politik. Namun

demikian tidak berarti bahwa istilah demokrasi ekonomijelek. Bahkan tersiratdi dalam istitah inj, a-dgrlh perpaduan antara poritik dan ekono;i y;r;
memang tidak bisa dipisahkan.l5

sebagaimana hasil amandemen yang termuat daram pasar 33 ayat (4)
disebut juga istilah 'demokrasi ekonomi;. Tetapi istilah itu sebenarnya suoln
ada dalam uuD 1945 asri, walaupun.sebagai'penjelasan pasal ss"avaiiij.
lstilah itu sebenarnya merupaka penjerasanlerhad# 

"p" 
yang dimaksud oreh

usaha bersama berdasarkan asas kekeluargan.
Dalam Penjelasan pasal 33 ayat (1)dinyatakan bahwa:

"Perekonomian disusun sebagai usaha 
-bersama 

berdasar atas asas
kekeluargaan. Bangun peruslhaan yang sesuai dengan itu iatankoperasi". "perekonomian berdasai lt"s demokrali ekonomi,
kemakmuran bagi semua orang! sebab itu, cabang-cabang proout<si
yang penting bagi negara dan yang menguasai 6ajat hiJub or"ng
banyak harus.dikuasai.oleh negara...;..Han-ya perusa'haan vang tiJai
menguasai hajat orang banyak boleh ada ditangin orang-seoiang-".

Pembangunan ekonomi lndonesia lebih daripida seke.-dar soal-pilinan
bentuk.usaha, juga merupakan problem transfomasi struktural. farena itu,yang dibutuhkan bukanlah kebijaksanaan yang bersifat tambal ,rr.*,
melainkan perubahan mendasar yang menuntut suatu gerakan massit vangdidukung oleh struktur dan penegakai hukum y"ng ,"r:r'ai dengan g;g;;;;
demokrasi ekonomi berdasarkan UUO 1945.

Prinsip-prinsip di atas sebenarnya sudah tercantum dalam Tap MpR
{?n.g ditetapkan pada masa orde Baru dan untuk sebagian 

'sudah
dilaksanakan sebagai koreksi terhadap strategi pertumbuhan ekonomi. Dalam

tu Kwik Kian Gie, Anallsrs... ., op.cit., hal. 302. Namun.demikian ia mengatakan lebih lanjut Secara populerdan gamblang, demokrasi.adalah dari. rakyat, oteh rakyat, dan ,;ilk ;#il;emokrasi mengakui bahwakekuasaan tertinggi ada di.tangan.rakyat, drn y"ng trrr. r"n;aoi x"ti'v"i"Jr adalah kehendak rakyat.Melalui sistem perwakilan qa.n fu11!-u-nfu iata n6iara yang modern, keh6ndak rakyat lndonesia akhirnyabermuara dan terjelma di dalam uuri tg+s oan-oanfu. Juo rsas Jr.-carrru hanya normatif sifatnya.Mereka hanya menggambarkan keadaan ideal yanl diker'*o"tioun;kF ilt". Maka timbul pertanyaan,apakah perlu ada penjabaran.lebih.lanjut oari pororlpokok pikiran o"r r"iJttr; dari uuD 1945 dan GBHNuntuk mewujudkannya?. Di sini beberipa.ariran paham be'rmun"ri;;. il; ;;;g mengatakan bahwa karaupemerintah tidak melakukan pengaturan dan perituran apa-apa, perilaku rakyat sebagai makhluk ekonomialau homo economicus akan dengan sendirinya membentuk'ketiuat"n-tekuiLn di pasar sebagai tempatpertemuan dari permintaan d.an penawa-ran. sebagai makhluk ekonomi r"r"t. 
"x"n 

mengejar yang terbaikbaginya' Hanya mereka sendirilah, dan bukan p"ri"iintrh yang paling tahu apa yang terbaik baginya.Maka kekuatan-kekuatan ini akan berinteraksi meialui hukum-hukumnya (wetmatigheiden) sendiri dandengan mekanismenya .",19jt]'_lghlnsga semuanya akan menjadi r"ir6.nit,'r"rasi, dan adit. Kehendakrakyat akan menentukan 
]-u]tnn|a. m6tltui proses yang natural tanpa campur tangan pemerintah makatimbullah ungkapan yang mengaiakan bahwi teast govemmenf r.s besr goveiment, atau pemerintah yangterbaik adalah pemerintah yang paling minimal. Timdul juga lelucon yang mengatakan bahwa pertumbuhanekonomi yang paling pesat adarah di iraram nari, t<etita-pJmerintarr ieoint fioii.Dengan demikian, Demokrasi Ekonomi ar<an terwufuo dengan sendirinya tlnpa campur tangan pemerintah.lbid., hal.302-303.
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Era orde Baru telah terjadi dua arah perkembangan pemikiran. Di satu pihak,
terjadi koreksi-koreksi terhadap strategi pertumbuhan ekonomi dengan ide-ide
kemandirian dan kesejahteraan. Di lain pihak, terjadi pula perkembangari
pemikiran ke arah liberalisasi dan globalisasi ekonomi. Masalahnya adalah,
bisakah keduanya merupakan sintesa. Apabila terjadi sintesa maka. arah
pefkembangan pemikiran ekonomi di masa mendatang adalah mendekatkan
konsep 'the third way'yang disusun oleh Anthony Gidden.16

2. Penegasan Pemikiran Negara Kesejahteraan pasca Amandemen uuD
1945

Paham Negara Kesejahtera an (welfare sfafe) ternyata dipertegas
dalam tambahan pasal-pasal sosial-ekonomi, yaitu dalam pasal 34 ayat (2)
dan ayat (3). sedangkan Pasal 34 ayat (1) merupakan pasal asti lseoe[im
diamandemen). Dalam Pasal 34 ayat (2) ditambahkan gagasan tentang
sistem jaminan sosial (social security system), yang pada umumnya sudah
melembaga di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara, bahkan di
banyak negara dunia ketiga. Di negara-negara tersebut iuran jaminan sosiat
(social security contribution) merupakan bagian yang cukup besar dalam
penerimaan negara. Dana jaminan sosial yang merupakan sumber dana bagi
upaya-upaya memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu.
Sistem ini juga merupakan faktgr kunci terhadap terlaksananya ketentuan
Pasal 34 ayat (1), yaitu fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara
oleh negara.17

sedangkan dalam penambahan Pasal 33 ayat (3) dikatakan oleh
Dawam Rahardjo, bahwa ayat tersebut agaknya ingin mempertegas faham
Negara Kesejahteraan, dalam istilah Giddens, pengertian lni tercakup. dalarn
'negara investasi sosial' (social investment state). Di sini negara diwbjibkan

ru- Dawam Rahardjo, Evaluasai Dan Dampak Amandemen UUD 1945.... Op.cft., hal. 243.Lebih lanjut
dikatakan: Konsep jalan ketiga yang dianut oleh pemerintahan Bill Clinton, Tony Blair, Schroeder din
berbagai pemerintahan Eropa Barat lainnya itu di satu pihak pada dasarnya meny-adari kegagalan sistem
sosialis dan lain pihak mengakui keunggulan sistem ekonomi pasar dan manfaat globalisaii Oi lain pihak,
namun tetap mengacu kepada keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, d.engan peranan negara
yang melakukan investasi sosial. Hanya saja pembaruan paham sosial demokrasr rnr
tidak lagi menganut paham big govemmenttetapi small but effective govemment. Dalam spectrum ideology
mereka memposisikan diri sebagai kelompok tengah-kiri (left.antrc). lbid." Oleh Jimly Asshiddiqie dikatakan, seharusnya antara l(ata Takir' dan 'miskin' terdapat koma, sehingga
berbunyi: 'Fakir, miskin dan anak-anak.....'. Karena secara etimologis, konsep-konsep fakir, miskin, din
alak-angf terlantar merupakan tiga konsep yang berbeda-beda pengertiannya. Karena itu, perkataan fukir-
miskin iidak difahami sebagai satu kesatuan konsep seperti yang sering-disalahpahami'dalam praktik.
Dalam bahasa Arab dari mana perkataan itu asalnya dipinjam, kata 'faqir' berarti orang yang tidak mampu
berusaha menghidupi dirinya sendiri, sedangkan orang 'miskin' adalah orang yang mampu blrusaha tetipi
tidak mencukupi kebutuhan minimum untuk menghidupi diri sendiri. Karenl itu t<etijanya, kata .fakii,
'miskin', dan 'anak terlantaf tersebut, sebaiknya dipisahkan dengan koma satu sama-lain. Analisis lebih
jauh mengenai hal ini dapat dibaca dalam buku saya'Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Kosntitusi dan
Pelaksanaannya di lndonesia" Jakarta, lchtiar Baru van-Hoeve, 1994. Selain itu, ferkataan 'dipelihara oleh
negara' juga dianggap tidak relevan. Bukan saja di zaman sekarang dan di masa mendatang, tetapi dalam
kenyataannya selama ini, pembebanan kewajiban kepada Negara untuk memelihara fakir, miskin dan anak
terlantar secara langsung memang tidak realistis. Karena itu, dalam rancangan perubahan terhadap pasal
inipun telah dicantumkan hasrat: untuk memperbaiki perumusaan pasal ini dengan perkataan 'diatui oleh
!99ara', bukan 'dipelihara oleh negara'. Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi NaskaD UUD 1945....Op.cit, hal. 57-
58.
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untuk melakukan invg^stasi sosial, misalnya untuk menyediakan 'fasilitas
pelayanan kesehatan'. 18

Selain konsep 'negara investasi sosial', dalam 'the third way' juga
dimunculkan konsep 'masyarakat dengan kesejahteraan positif atau
'masyarakat kesejahteraan'(welfare society)'. Dalam konsep masyarakat
kesejahteraan ini lebih menitik beratkan pada individu-individu itu sendiri, dan
agen-agen lain selain pemerintah, turut berperan yang bisa mernbantu
menciptakan kekayaan. Kesejahteraan pada intinya bukan konsep ekonomis,
tetapi konsep psikis, yang berkaitan dengan kesejahteraan manusia. Karena
itu, tunjangan atau keuntungan ekonomis nyaris tidak pernah memadai untuk
menciptakan kesejahteraan. lnstitusi-institusi kesejahteraan harus membantu
perkembangan tunjangan psikologis maupun ekonomis. contoh yang umum
adalah 'konseling', yang kadang-kadang dapat lebih membantu daripada
dukungan ekonomi secara langsung.le

Ada semacam dilema dalam pemberian tunjangan bagi kesel'ahteraan
sebagaimana yang dikutip Giddens dari Assar Lindbeck menyatakan, ia
mencatat bahwa alasan humanitarian yang kuat biasa d'rjadikan dasar untuk
membantu orang-orang yang terkena dampak pengangguran, sakit, tidak
rnampu, atau risiko-risiko standar lain yang tercakup dalam Negara
Kesejahteraan. Dilemanya adalah bahwa makin besar tunjangan yang
diberikan,^-makin besar pula kesempatan munculnya moral hazard, dan
penipuan.20

Bagi negara lndonesia yang tetap komitmen dengan bentuk Negara
Kesejahteraan sebagaimana yang terbuKi dengan adanya amandemen pasal
33 uuD 1945 dengan menambah dua ayat yang semula 3 ayat menjadi 5
ayat. Dengan ditambahkannya 2 ayat tersebut, sistem kesejahteraan
khususnya dalam bidang ekonomi menerima sisi positif dari sistem liberalis
maupun sosialis, namun tetap menolak pqndangan fundamentalisme pasar
( m a*et-f u n d a m e nt al i s m)

16 Dawam-Rah ardio, Evatuasi dan Dampak....Op.ciL, hal. 244. Dalam hal ini Jimly Asshiddiqie menyatakan,
sebagai Negara Kesejahteraan (Welfarc Sfafe), di sini ditegaskan adanya tanjgung jawab negaia untuk
nnengembangkan 'Welfare Sfafe' di berbagai bidang kesejahteraan, termasuk-dalam soal kes-ehatran. Di
sampjng itu ditegaskan pula adanya tanggung jawab negara untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum
(public servies) baik melalui penyediaan fasilitas yang diperlukan untuk hu, khususnya dbhm perwujuOan
prinsip good and nrporate govemance'.lbid.- Anthony Giddens, The Third Way, Teqemahan: Ketut Arya Mahardika, Jalan Ketiga Pembaruan
Demoknsi Sosa/, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,2AO2, hal. 136. Dijelaskan lebililanjut, bahwa
meskipun pernyataan-pernyataan ini tampaknya berada jauh dari perhatian-sistem-sistem kejelihteraan
yang membumi, tak satupun bidang reformasi kesejahteraan yang tidak relevan atau tidak diperj'elas oleh
pemyataan-pernyataan tersebut. Pedomannya adalah, bukan bantuan langsung pada segi ekonomis. Kita
harus menggantikan negara kesejahteraan dengan negara investasi sosial, yang beroperali dalam konteks
masyarakat kesejahteraan positif. Tema bahwa 'negara kesejahteraan' harus dlgantikan oleh 'masyarakat
kesejahteraan' telah menjadi tema konvensional dalam literature terbaru mengenai isu-isu kesejahieraan.
Secara lebih umum, kita harus menyadari bahwa rekontruksi kebijakan kesejahteraan harus diintegrasikan
dengan program-program untuk pengembangan aktif masyarakat madani. /br'il.- lbid., hal. 134. Bahkan dikatakan lebih lanjut, ketergantungan yang serius pada tunjangan tidak lagi
dipandang sebagai ketergantungan, tetapi semata-mata menjadi peritat<u'yang diharapkaf. Hisilnya,
antara lain meningkatnya kecenderungan untuk meminta bantuan sosial, seringnia ketidak niOiran Ci
tempat kerja dengan alasan-alasan kesehatan dan rendahnya tingkat pencarian xeqa.uia.
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Kedepan kiranya bentuk Negara Kesejahteraan (Welfare State)
lndonesia lebih mengarah pada welfare society namun intervensi negara
dalam mensejahterakan masyarakat masih ietap dibutuhkan dengan
menekankan pemberdayaan masyarakat untuk dapat menghindari munculnya
mopl hazard bagi para penerima bantuan.

III SIMPULAN

Dari paparan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Walaupun dalam prosesnya terjadi tolak tarik pemikiran perlu dan tidaknya

Pasal 33 diamandemen, baik yang ada di dalam maupun di luar MPR,
namun akhirnya terjadilah kompromi, dan kemudian dari amandemen
tersebut menghasilkan rumusan, judul Bab XIV menjadi 'Perekonomian
Nasional Dan Kesejahteraan Sosial', yang sebelurn diamandemen berjudul
'Kesejahteraan Sosial', dengan menambah Pasal 33 yang semula 3 ayat
menjadi5 ayat.
Di sini mempertegas bagi negara lndonesia tetap berkomitmen dengan
bentuk Negara Kesejahteraan sebagaimana terbukti dengan adanya
amandemen Pasal 33 dengan menambah 2 ayat. Dengan ditambahnya 2
ayat tersebut, sistem kesejahteraan khususnya dalam bidang ekonomi
menerima sisi positif dari sistem liberalis maupun sosialis, namun tetap
menolak pandangan fundamentalisme pasar (market fundamentalism).

2. Paham Negara Kesejahteraan (Welfare State) ternyata dipertegas dalam
tambahan pasal-pasal sosial-ekonomi, yaitu dalam Pasal 34 ayat (2) dan
ayat (3). Sedangkan dalam Pasal 33 ayat (3) sebagai penegasan Negara
Kesejahteraan dengan mengambil istilah yang dipakai Giddens sebagai
'negara investasi sosial' (social investment state).
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